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Judul Produk Pelayanan		: Pelayanan Permohonan Pengeluaran Barang dari Toko Bebas Bea ke Toko Bebas Bea Lainnya (BC 2.7)
Nomor KEP			: KEP-168/BC/2021
Nomor Produk			: 164


A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:No
Komponen
Uraian
1
Persyaratan Pelayanan
1.  Surat permohonan secara tertulis dengan dilampiri:
a.  Dokumen pemasukan asal barang;
b.  Daftar rincian barang yang akan dikeluarkan;
c.  Fotocopy Surat Keputusan penetapan TBB tujuan.
2.  Pemeriksaan     fisik     dalam     rangka     permohonan pengeluaran dilakukanberdasarkan manajemen resiko.
2
Sistem, Mekanisme
Dan Prosedur
1.  Pemohon mengajukan surat permohonan pengeluaran
barang dari TBB ke TBB lainnya (BC 2.7)
2.  Pejabat Bea dan Cukai menerima, meneliti:
a.  Dalam hal diperlukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan untuk memastikan jumlah dan jenis barang sesuai dengan dokumen BC 2.7, dan kemudian membuat BA Pemeriksaan.
b.  Dalam hal tidak diperlukan pemeriksaan, Pejabat
Bea dan Cukai membuat Surat Persetujuan BC 2.7
3.  Pejabat Bea dan Cukai mengawasi pengeluaran barang.





	3
	Jangka Waktu
Penyelesaian
	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima lengkap sampai dengan persetujuan pengeluaran oleh Kepala Kantor.
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	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya
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	Produk Pelayanan
	Surat Persetujuan BC 2.7
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	PenangananPengaduan,
Saran dan Masukan
	1.  Pengaduan,  Saran,  dan  Masukan  dapat  disampaikan
secara on line  melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di  http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email  pengaduan.beacukai@customs.go.id
2.  Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3.  Menyampaikan    pengaduan,    saran,    dan    masukan
langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja




